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Berkaitan dengan kriteria anak yang melakukan tindakan pidana menurut
Pasal | angka 4 Undang-tJndang Nomor 11 Tahun 2012 sntang Sistem Peiadilan
Pidana Anak menyaiakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang
selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun yang mengalami pewderitaan fisik, mental, dan/atau keiugian
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Berbeda dengan Pasai 45 KUHP,
meshipun sudah tidak berlaku lagi pasal tersebut menyatakan, bahwa yang belum
dewasa adalah anak yang betum betumur 16 (enam belas) tahun. Sedang bevkaitan
dengan anak menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak belum genap 15
(lima belas) tahun.

Setelah dilakukan pembahasan maka disimpulkan bahwa faktor penyebab
terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukao anak yaitu, faktor
ekonomt, faktor lingkungan yang terdiri dart lingkumggo sekolah, pergaulan
bermain bisa juga lingkungan rumah tangga, kalau dan lingkungan ekonomi
dengan kurangnya akan kebutuhan itu bisa juga, dengan tercukupinya akan
kebutuhan bisa juga dari kurangnya perbatian orang tua sehingga anak lebih bebas
bergaul

Untuk dapst mencegab dan menggulang) terjadinya tindak pidana yang
khususnya pelecehap seksual terhadap anak di bawah umur. Upaya untuk
mencegah dan cars menanggulang) yaitu dengan cara ditambahnya suatu
pendidikan dan tata krama (moral) bagi anak untuk meagewmhui kesopanan baik
dani dari segi pendidikan sekolah ataupun dan keluarga sendin. Keluargalah yang
sangat mendukung bagi pendidikan anak untuk bevkelakuan baik, dan dan
pemerinteh sangat berperan dengan diberantasnya peredarap obat-obatan terlarang
dan beri masa media %entang pomografi yang dapat mempenganhi perilaku
anak ke arah yang negatif dan metanggar nilai agama dan noana hukum.

Hukum diperfulean untvk mewujudksn dan menjaga tatanan kehidupan
bersama yang haimonis. Tanpa adanya aturan hukum, kehidupan masyarakat akan
tercerai-berai dan tidak dapat lagi disebut sebagai satu kesatuan kehidupan sosial.
Oleh karena itu, teydaga) adagium, di mana ada masyarakat di situlah ada bukum.
Jadi vonis yang dijamhhan tevhadap terdakwa Anton Sihombing bisa dijadikan
acuan bahwa hukum di negeri ini masih belum bisa membernkan apa yang
dibarapkan bagi yang berhak mendapatkan suatu keadilan.
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